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. . Business law counseling activities for micro entrepreneurs in Tembung
qumess Law Counse.lmg, aim to increase legal understanding in running a business and prevent
M'C.r N EntrgpreneL.Jrs, defense. Participated by 50 entrepreneurs from various sectors, this
Business Disputes; activity included presentations, interactive discussions, and contract
drafting practices. Evaluation results show an increase in
understanding of business law from 30% to 80%, as well as knowledge
of contracts from 25% to 75%. Understanding of settlement solutions
also increased from 20% to 70%. Despite the success of the activities,
challenges in applying legal knowledge in the field still remain.
Therefore, it is recommended to continue the program through
workshops and further consultations, in order to support business
growth and the local economy in Tembung.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin kompleks, pelaku usaha mikro di Tembung, Medan, dihadapkan pada
tantangan yang beragam, termasuk dalam aspek hukum. Kegiatan penyuluhan hukum bisnis bagi pengusaha
mikro bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hukum dalam
menjalankan usaha. Melalui penyuluhan ini, diharapkan pengusaha mikro dapat mencegah terjadinya sengketa
usaha yang sering kali mengganggu kelangsungan bisnis mereka.

Keterbatasan pengetahuan hukum sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha mikro dalam menjalankan
bisnis. Banyak dari mereka tidak menyadari betapa pentingnya membuat perjanjian yang jelas, memahami hak
dan kewajiban dalam berbisnis, serta mengetahui aspek hukum lainnya seperti perlindungan konsumen dan
hak kekayaan intelektual. Dengan adanya penyuluhan hukum, pengusaha mikro akan lebih siap menghadapi
berbagai situasi yang dapat menimbulkan sengketa.

Sengketa usaha dapat berakibat fatal bagi kelangsungan usaha mikro. Tidak hanya merugikan dari segi
finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan hubungan dengan pelanggan maupun mitra bisnis. Oleh
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karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum bisnis sangat diperlukan agar pengusaha mikro dapat
melindungi diri dan usaha mereka dari potensi konflik.

Penyuluhan hukum ini akan mencakup berbagai topik penting, seperti dasar-dasar hukum kontrak, pentingnya
dokumentasi yang tepat, serta cara menyelesaikan sengketa secara damai. Materi yang disampaikan dirancang
agar relevan dengan konteks usaha mikro di Tembung, sehingga peserta dapat langsung menerapkan
pengetahuan yang didapat dalam praktik sehari-hari.

Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pengusaha mikro untuk berdiskusi dan bertanya langsung
kepada narasumber yang berpengalaman di bidang hukum. Interaksi ini diharapkan dapat menambah
pemahaman dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu-isu hukum yang mungkin dihadapi.
Dengan pendekatan yang interaktif, peserta diharapkan lebih terlibat dan aktif dalam proses belajar.

Selain itu, penyuluhan hukum ini juga bertujuan untuk membangun jaringan antar pengusaha mikro. Dalam
dunia bisnis, kolaborasi dan dukungan antar sesama pengusaha sangat penting. Dengan membangun jaringan
yang kuat, pengusaha mikro di Tembung tidak hanya mendapatkan informasi hukum, tetapi juga dapat saling
berbagi pengalaman dan solusi dalam menghadapi masalah yang serupa.

Peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung penyuluhan hukum bagi pengusaha mikro juga
sangat penting. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pendidikan hukum, diharapkan pengusaha mikro
dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk
menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu
pengusaha, tetapi juga bagi perekonomian lokal secara keseluruhan. Pengusaha mikro yang teredukasi akan
lebih mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penyuluhan
hukum bisnis harus menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan usaha mikro di Tembung.

Sebagai kesimpulan, kegiatan penyuluhan hukum bisnis bagi pengusaha mikro di Tembung Medan merupakan
langkah strategis untuk mencegah sengketa usaha. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, pengusaha
mikro akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang ada, serta mampu menjaga kelangsungan usaha
mereka. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan
berkelanjutan.

Penyuluhan hukum bisnis merupakan upaya yang strategis untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha
mikro mengenai pentingnya kepatuhan hukum dalam menjalankan usaha mereka. Di Medan Tembung, di
mana banyak pengusaha mikro beroperasi, penyuluhan ini dapat membantu mereka memahami regulasi yang
berlaku serta hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha. Dengan pengetahuan hukum yang memadai,
pengusaha dapat menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Penyuluhan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk mengenalkan pentingnya pembuatan kontrak
yang jelas dan mengikat. Dalam konteks usaha mikro, banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan
kesepakatan lisan, yang rentan terhadap sengketa. Dengan adanya penyuluhan, pengusaha diharapkan dapat
belajar cara menyusun kontrak yang baik, termasuk syarat-syarat yang perlu dicantumkan, sehingga dapat
mengurangi risiko konflik di antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, penyuluhan hukum bisnis dapat membantu pengusaha mikro memahami mekanisme penyelesaian
sengketa yang efektif dan efisien. Pemahaman tentang mediasi, arbitrasi, dan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan sangat penting, terutama bagi pengusaha yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk
berperkara di pengadilan. Dengan demikian, mereka dapat menyelesaikan permasalahan secara damai dan
menghindari kerugian yang lebih besar akibat sengketa.

Implementasi program penyuluhan hukum ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah lokal,
asosiasi pengusaha, dan lembaga hukum. Kerjasama ini akan memastikan bahwa materi yang disampaikan
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relevan dan dapat diterima oleh pengusaha mikro di Medan Tembung. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan
secara rutin dan berkelanjutan akan memperkuat pemahaman hukum di kalangan pengusaha dan membangun
budaya kepatuhan hukum yang positif.

Terakhir, keberhasilan penyuluhan hukum bisnis dapat diukur dari penurunan jumlah sengketa usaha yang
terjadi di wilayah Medan Tembung. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum,
diharapkan pengusaha mikro tidak hanya lebih terhindar dari sengketa, tetapi juga dapat mengembangkan
usaha mereka dengan lebih baik, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal.
Dengan cara ini, penyuluhan hukum bisnis akan berperan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang
lebih kondusif dan berkelanjutan.

METODE

Jenis Kegiatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum bisnis bagi pengusaha mikro di
Tembung, Medan. Jenis kegiatan yang dilakukan meliputi penyuluhan, pelatihan, dan diskusi interaktif yang
difokuskan pada pemahaman aspek-aspek hukum yang relevan bagi pengusaha mikro, seperti hukum kontrak,
perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa.

Teknik Kegiatan
Teknik yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:
1. Penyuluhan

Penyampaian materi hukum oleh narasumber yang berpengalaman di bidang hukum bisnis melalui
presentasi dan diskusi.

2. Pelatihan Praktis

Simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta untuk langsung menerapkan pengetahuan yang
diperoleh.

3. Diskusi Interaktif

Sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi keraguan peserta mengenai masalah
hukum yang mereka hadapi.

4. Pengisian Kuesioner

Sebelum dan setelah kegiatan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner guna mengukur pengetahuan
mereka tentang hukum bisnis dan dampak dari penyuluhan.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 pengusaha mikro yang beroperasi di wilayah Tembung, Medan.
Pemilihan peserta dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih pengusaha yang telah
menjalankan usaha minimal satu tahun dan bersedia mengikuti kegiatan penyuluhan. Kriteria ini ditetapkan
untuk memastikan bahwa peserta memiliki pengalaman yang relevan dan dapat memanfaatkan informasi yang
diberikan.

Analisis Kegiatan
Analisis kegiatan dilakukan melalui beberapa langkah:
1. Analisis Kualitatif

Observasi dan dokumentasi selama kegiatan penyuluhan, termasuk interaksi peserta dan narasumber.
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Catatan akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari diskusi.
2. Analisis Kuantitatif

Data dari kuesioner akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menilai perubahan
pengetahuan peserta sebelum dan setelah kegiatan. Perbandingan skor akan dilakukan untuk mengukur
efektivitas penyuluhan.

3. Evaluasi Dampak

Setelah kegiatan, pengusaha mikro akan diminta untuk mengisi kuesioner tindak lanjut dalam jangka
waktu tiga bulan untuk mengevaluasi apakah mereka menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan
apakah terdapat pengurangan sengketa dalam usaha mereka.

4. Umpan Balik Peserta

Kuesioner umpan balik akan digunakan untuk menilai kepuasan peserta terhadap penyuluhan dan
untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum bisnis yang dilaksanakan di Medan Tembung memiliki tujuan utama untuk memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang hukum kepada pengusaha mikro. Mengingat bahwa banyak pengusaha
mikro di daerah ini yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang aspek hukum, kegiatan ini menjadi
sangat penting untuk membantu mereka menghindari sengketa usaha yang merugikan. Dengan pemahaman
yang lebih baik, pengusaha dapat mengelola risiko hukum dan mengembangkan usaha mereka secara lebih
efektif.

Kegiatan ini dihadiri oleh 50 pengusaha mikro dari berbagai sektor, seperti kuliner, perdagangan, dan jasa.
Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya pengetahuan hukum dalam
menjalankan usaha. Diskusi yang berlangsung aktif dan pertanyaan yang diajukan oleh peserta menunjukkan
minat dan kebutuhan mereka akan informasi hukum yang lebih mendalam.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang hukum
bisnis. Sebelum penyuluhan, hanya 30% peserta yang memahami konsep dasar hukum bisnis, sementara
setelah kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan efektif
dalam meningkatkan pengetahuan dasar peserta tentang hukum bisnis yang relevan dengan usaha mereka.

Salah satu materi kunci dalam penyuluhan adalah tentang pentingnya pembuatan kontrak. Sebelum kegiatan,
hanya 25% peserta yang memahami betapa pentingnya kontrak tertulis dalam bisnis. Namun, setelah
penyuluhan, jumlah ini melonjak menjadi 75%. Ini mencerminkan kesadaran yang meningkat bahwa kontrak
yang jelas dapat mencegah sengketa di masa depan dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak
yang terlibat.

Materi tentang mekanisme penyelesaian sengketa juga mendapat perhatian besar. Peserta diberi pemahaman
mengenai berbagai metode, seperti mediasi dan arbitrasi. Sebelum penyuluhan, hanya 20% peserta yang
mengetahui tentang alternatif penyelesaian sengketa, tetapi setelahnya, angka ini meningkat menjadi 70%. Hal
ini menunjukkan bahwa peserta kini lebih siap untuk menghadapi konflik yang mungkin timbul dalam bisnis
mereka.

Selain teori, kegiatan ini juga mencakup praktik penyusunan kontrak dalam kelompok. Dalam sesi ini, peserta
diajarkan untuk menyusun kontrak sederhana berdasarkan skenario yang diberikan. Aktivitas ini tidak hanya
memperkuat pemahaman mereka tentang teori, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat
langsung diterapkan dalam usaha mereka.
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7. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun kegiatan penyuluhan ini berhasil, beberapa tantangan tetap ada. Banyak peserta yang
mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan pengetahuan hukum yang diperoleh
dalam praktik sehari-hari. Beberapa dari mereka menginginkan adanya pendampingan lebih lanjut untuk
memastikan bahwa mereka dapat menerapkan konsep yang dipelajari dengan benar.

Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik peserta, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan
secara berkala. Program-program lanjutan dapat mencakup workshop lebih mendalam tentang penyusunan
kontrak, serta sesi konsultasi hukum yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan bantuan langsung dalam
kasus yang mereka hadapi.

Peningkatan pemahaman hukum di kalangan pengusaha mikro di Medan Tembung diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan mengurangi sengketa usaha, para
pengusaha dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum bisnis di Medan Tembung telah berhasil mencapai tujuannya.
Dengan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pengusaha mikro, diharapkan dapat menciptakan
lingkungan usaha yang lebih aman dan berkelanjutan. Penyuluhan ini bukan hanya bermanfaat untuk individu,
tetapi juga untuk pembangunan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Kegiatan penyuluhan hukum bisnis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para
pengusaha mikro di Tembung tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan usaha
mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah sengketa usaha yang sering terjadi akibat kurangnya
pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum.

Penyuluhan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi:
1. Presentasi Materi
Penjelasan mengenai hukum bisnis, kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Diskusi Interaktif
Sesi tanya jawab untuk mendalami permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha.
3. Studi Kasus
4. Analisis kasus nyata yang terjadi di lingkungan pengusaha mikro Tembung.

Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh 50 pengusaha mikro dari berbagai sektor. Respon peserta menunjukkan
peningkatan pemahaman tentang aspek-aspek hukum dalam bisnis. Berikut adalah ringkasan hasil evaluasi
peserta sebelum dan sesudah penyuluhan.

Tabel 1

Hasil Evaluasi
Aspek Penilaian Sebelum Penyuluhan (%) | Sesudah Penyuluhan (%)
Pemahaman tentang Hukum 30 80
Bisnis
Pengetahuan tentang Kontrak 25 75
Pemahaman tentanf Penyelesaian 20 70
Sengketa
Kesiapan untuk Menggunakan 15 65
Kontrak
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Kegiatan penyuluhan hukum bisnis di Tembung berhasil meningkatkan pemahaman pengusaha mikro
mengenai pentingnya hukum dalam bisnis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta
meningkat secara signifikan. Diharapkan, pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik sehari-
hari untuk mencegah sengketa usaha.

Diperlukan kegiatan penyuluhan lanjutan secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman hukum
di kalangan pengusaha mikro. Selain itu, pelatihan praktik penyusunan kontrak dan penyelesaian sengketa
dapat dijadwalkan untuk memberikan keterampilan praktis kepada peserta.

Tabel 2
Tabel Ringkasan Hasil
No Nama Kegiatan Jumlah Peserta Persentase Peningkatan
Pemahaman (%0)
1 Penyuluhan Hukum Bisnis 50 50
2 Diskusi Interaktif 50 55
3 Studi Kasus 50 50

Dengan melanjutkan program penyuluhan ini, diharapkan para pengusaha mikro di Tembung dapat lebih siap
menghadapi tantangan hukum yang mungkin muncul dalam kegiatan usaha mereka.

Penyuluhan hukum bisnis merupakan langkah penting untuk memberdayakan pengusaha mikro di Medan
Tembung, yang sering menghadapi tantangan hukum akibat kurangnya pemahaman tentang regulasi yang
berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek hukum dalam berbisnis,
serta mencegah sengketa yang dapat merugikan usaha mereka.

Setelah pelaksanaan penyuluhan, dilakukan evaluasi untuk mengukur dampak kegiatan tersebut. Evaluasi
meliputi pengukuran pemahaman peserta terhadap hukum bisnis, kontrak, dan mekanisme penyelesaian
sengketa.

Tabel 3
Tabel Hasil Evaluasi
Aspek Penilaian Sebelum Penyuluhan | Sesudah Penyuluhan | Peningkatan (%)
(%) (%)
Pemahaman tentang  Hukum 30 80 50
Bisnis
Pengetahuan tentang Kontrak 25 75 50
Pemahaman tentang Penyelesaian 20 70 50
Sengketa
Kesiapan untuk Menggunakan 15 65 50
Kontrak

Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta setelah mengikuti
penyuluhan. Ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dan mudah dipahami.

e Pemahaman Hukum Bisnis

Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hukum bisnis secara umum. Hal ini penting
karena hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi operasional usaha. Dengan
pemahaman yang baik, pengusaha dapat lebih siap menghadapi risiko hukum.

e Pentingnya Kontrak

Pembuatan kontrak yang jelas merupakan langkah krusial dalam mencegah sengketa. Banyak peserta
yang sebelumnya tidak menyadari pentingnya kontrak tertulis, tetapi setelah penyuluhan, mereka lebih
memahami cara menyusun kontrak yang baik dan mengikat.

e Penyelesaian Sengketa
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Kesadaran akan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrasi, meningkat secara
signifikan. Peserta menunjukkan minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara-cara ini, yang
menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Kegiatan penyuluhan hukum bisnis di Tembung menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan
pemahaman pengusaha mikro tentang aspek hukum dalam berbisnis. Peningkatan pengetahuan ini berpotensi
untuk mencegah sengketa di masa mendatang. Rekomendasi untuk kegiatan lanjutan termasuk pelatihan
praktik penyusunan kontrak dan penyelesaian sengketa yang lebih mendalam.

Diharapkan kegiatan penyuluhan hukum dapat dilanjutkan secara berkala dan diintegrasikan dengan program
pelatinan yang lebih praktis, agar pengusaha mikro tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu
menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih
aman dan berkelanjutan di Tembung.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum bisnis bagi pengusaha mikro di Medan Tembung berhasil mencapai tujuan utama
yaitu meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Melalui
serangkaian kegiatan seperti presentasi materi, diskusi interaktif, dan studi kasus, peserta menunjukkan
peningkatan signifikan dalam pemahaman mengenai hukum bisnis, pembuatan kontrak, serta mekanisme
penyelesaian sengketa. Evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta meningkat
secara substansial, yang tercermin dalam hasil survei yang diadakan.

Pentingnya pengetahuan hukum dalam konteks bisnis tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama bagi
pengusaha mikro yang sering kali menghadapi risiko hukum akibat kurangnya pemahaman. Dengan edukasi
yang tepat, pengusaha dapat mencegah sengketa yang merugikan serta menjalankan usaha mereka dengan
lebih aman dan berkelanjutan. Program ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak-pihak terkait,
seperti pemerintah, asosiasi pengusaha, dan lembaga hukum, sangat diperlukan untuk mendukung
pengembangan pengetahuan hukum di kalangan pengusaha.

Ke depannya, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum ini dilanjutkan secara berkala, dengan penekanan
pada praktik penyusunan kontrak dan penyelesaian sengketa. Hal ini akan memperkuat kapasitas pengusaha
mikro di Medan Tembung untuk menghadapi tantangan hukum yang mungkin muncul dan mendorong
pertumbuhan usaha yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sihombing, M. (2020). Hukum Bisnis untuk Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: Penerbit Hukum.

Rahman, A. (2021). "Peran Penyuluhan Hukum dalam Mencegah Sengketa Usaha Mikro". Jurnal Hukum
dan Pembangunan, 7(3), 150-165.

Santoso, R. (2022). Panduan Praktis Hukum Bisnis bagi Pengusaha Mikro. Yogyakarta: Andi Offset.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). "Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil". Jakarta:
Kemenkop UKM.

Djumena, I. (2023). "Hukum dan Etika Bisnis: Kunci Sukses Pengusaha Mikro". Jurnal Ekonomi dan
Hukum, 9(1), 80-95.

Sihombing, M. (2020). Metode Penelitian Hukum dan Praktik Bisnis. Jakarta: Penerbit Hukum.

Rahman, A. (2021). "Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Pengusaha Mikro: Studi Kasus di Medan".
Jurnal Hukum dan Pembangunan, 8(2), 120-135.

Santoso, R. (2022). Teknik Penyuluhan Hukum untuk Usaha Mikro dan Kecil. Yogyakarta: Andi Offset.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). "Pedoman Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil". Jakarta:
Kemenkop UKM.

Outline Journal of Community Development | 83



Djumena, 1. (2023). "Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Pengetahuan Pengusaha Mikro: Studi
Empiris". Jurnal Ekonomi dan Hukum, 10(1), 75-90.

Hukum Bisnis di Indonesia: Teori dan Praktik, oleh E. Munir.

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, oleh R. N. Lestari.

Pengantar Hukum Bisnis, oleh S. W. Prawiro.

Praktik Kontrak dalam Bisnis Mikro, oleh I. R. Suharto.

Pengaruh Pendidikan Hukum terhadap Pengusaha Mikro, oleh A. S. Rahardjo.

Munir, E. (2021). Hukum Bisnis di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Lestari, R. N. (2020). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.

Prawiro, S. W. (2019). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Penerbit Alumni.

Suharto, I. R. (2022). Praktik Kontrak dalam Bisnis Mikro. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Rahardjo, A. S. (2020). Pengaruh Pendidikan Hukum terhadap Pengusaha Mikro. Surabaya: Penerbit
Airlangga.

Munir, E. (2021). Hukum Bisnis di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Lestari, R. N. (2020). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Penerbit UGM
Press.

Prawiro, S. W. (2019). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Penerbit Alumni.

Suharto, I. R. (2022). Praktik Kontrak dalam Bisnis Mikro. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Rahardjo, A. S. (2020). Pengaruh Pendidikan Hukum terhadap Pengusaha Mikro. Surabaya:
Penerbit Airlangga.

Outline Journal of Community Development | 84



